
TATA CARA PENGHITUNGAN TKDN  
PRODUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK 
BERBASIS BATERAI – RODA DUA/TIGA
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06 Tahun 2022 & 
Nomor 28 Tahun 2023.
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Proses Pengajuan Sertifikasi TKDN

Bobot Komponen KBL Berbasis Baterai
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Regulasi & Kebijakan TKDN

Proses Sertifikasi TKDN4

Konsep Perhitungan TKDN
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TUJUAN P3DN
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Peningkatan Pengunaan Produksi Dalam Negeri
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MULTIPLIER EFFECT BELANJA PRODUK DALAM 
NEGERI

*Sumber : P3DN Kementerian Perindustrian
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Manfaat dan
Tujuan Sertifikat 
TKDN

Mengurangi Ketergantungan 
terhadap produk luar negeri

Meningkatkan daya saing 
industri dalam negeri

Menjadi Syarat dalam pengadaan b/j 
pemerintah dan tools marketing bagi 

UMKM

Tersinkronisasi dengan PaDi 
BUMN dan E-Katalog LKPP

Memperoleh preferensi harga 
dalam proses pengadaan
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KEWAJIBAN PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

*Sumber : P3DN Kementerian Perindustrian



1 REGULASI &
KEBIJAKAN
TKDN
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1

Undang Undang 
A. Nomor 3 Tahun 2014 Tentang 

Perindustrian
B. Nomor 11 Tahun 2020 

Tentang Cipta Kerja

3

Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 Tentang 
Pengadaan B/J
Nomor 55 Tahun 2019 Tentang 
Percepatan Program KBL berbasis 
Baterai untuk Transportasi Jalan
Nomor 79 PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2019 
TENTANG PERCEPATAN PROGRAM 
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS 
BATERAI (BATTERY ELECTRIC VEHICLE 
UNTUK TRANSPORTASI JALAN

5

Instruksi Presiden
Nomor 6 Tahun 2016 Tentang 
Percepatan Pengembangan Industri 
Farmasi
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 
Percepatan Peningkatan Penggunaan 
PDN dan Produk IKM dan Koperasi dalam 
rangka Mensukseskan Gerakan Nasional 
BBI pada pelaksanaan pengadaan B/J 
Pemerintah

2
Peraturan Pemerintah 
No 29 Tahun 2018 tentang 
Pemberdayaan Industri

4

Keputusan Presiden 
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Tim 
Nasional Peningkatan Penggunaan 
Produksi Dalam Negeri

.

DASAR HUKUM
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PP 29 /2018
PEMBERDAYAAN INDUSTRI DALAM NEGERI
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INPRES 2/2022
PERCEPATAN P3DN DAN UMK-KOP
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INPRES 2/2022
PERCEPATAN P3DN DAN UMK-KOP
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NOTA KESEPAHAMAN KEMENTERIAN BUMN DAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan untuk 
mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri 

di Badan Usaha Milik Negara dan industri binaan BUMN

Sertifikasi TKDN untuk 
industri binaan BUMN

Peningkatan penggunaan 
produk dalam negeri 
di lingkungan BUMN

Proses integrasi data

Business Matching

Pembentukan 
Tim P3DN

Katalog TKDN

Fasilitasi 
Sertifikasi TKDN
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SURAT EDARAN BERSAMA MENDAGRI DAN KEPALA LKPP
Nomor: 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan 
Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah. (Tanggal 25 Februari 2022)

1. Membentuk tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang    
       beranggotakan    Pemerintah Daerah dan dunia usaha
2.   Mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja   
      barang/jasa yang dikelolanya, untuk penggunaan PDN dan/atau produk UMK-
      Koperasi.
3. Mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa pada Sistem Informasi 
      Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP paling lambat 31 Maret 2022 dan mengisi E-  
      Kontrak pada Sistem PengadaanSecara Elektronik (SPSE)
4.   Mewajibkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belanja produk dalam negeri.
5. Menambahkan layanan pendaftaran penyedia (SPSE dan SiKAP) pada Mal Pelayanan 
      Publik, termasuk pendaftaran UMK sebagai merchant pada Toko Daring LKPP 
      sehingga memudahkan UMK daerah masuk dalam sistem belanja Pemerintah.
6. Gubernur diminta melaporkan jumlah kabupaten/kota yang telah menayangkan 
      produk dalam katalog lokal dan toko daring kepadaMendagri

DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM PENINGKATAN PENGGUNAAN 
PRODUK DALAM NEGERI
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Arahan Presiden RI - Afirmasi Bangga Buatan Indonesia

Direksi BUMN agar berkomitmen untuk memperkuat ekosistem
perekonomian Indonesia, salah satunya dengan cara membeli
produk asli buatan Indonesia.

40% dari anggaran Pengadaan BUMN  
untuk belanja produk asli buatan Indonesia.

“Batasi Pengadaan Barang Impor, 
dalam Pelaksanaan APBN, APBD dan 

Belanja BUMN”
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PENTINGANNYA DUKUNGAN KOLABORASI ANTARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM IMPLEMENTASI TKDN

Pemerintah (Government)
Pemangku kebijakan yg 
melakukan harmonisasi 
peraturan agar user dan 
produsen dapat melakukan 
pengadaan barang atau jasa

Produsen (Penyedia)
Menyediakan barang dan atau 
jasa, Tugasnya adalah :
• Sertifikasi TKDN Barang
• Menghitung TKDN Produk 

Jasa dan Gabungan Barang 
dan Jasa

Pengguna (user)
Kementerian/lembaga/ BUMN 
yang melakukan pengadaan 
barang atau jasa, Tugasnya 
adalah
• Membentuk Tim P3DN
• Membuat Regulasi/ SOP 

mengenai pengadaan yg 
kaitannya dengan Percepatan 
Produk Dalam Negeri

• Melakukan Sosialisasi P3DN
• Membuat DashBoard TKDN

Market Place
Menyediakan barang dan 
atau jasa, yang telah 
memiliki sertifikat TKDN 
dan produk ber TKDN
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3

1

2 Evaluasi Lelang

TKDN UNTUK PEMBERDAYAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

Seleksi Peserta Lelang

Penerapan Sanksi dalam Realisasi Kontrak
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(2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri 
dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan 
barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam 
Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat 
Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat 
puluh persen)

PERPRES 12/2021

Pasal 66

(3a) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri 
dilakukan pada tahan perencanaan pengadaan, 
persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia.

SELEKSI PESERTA LELANG
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Centrifugal Bare Pump
Barang Wajib, karena

TKDN + BMP ≥ 40%

34,38 % + 7,38 % = 41,88 %

CONTOH BARANG WAJIB 

PP 29 TAHUN 2018
SELEKSI PESERTA LELANG
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CONTOH BARANG WAJIB 
PP 29 TAHUN 2018
SELEKSI PESERTA LELANG
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CONTOH BUKAN BARANG WAJIB 

PP 29 TAHUN 2018
SELEKSI PESERTA LELANG
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PASAL 6 PERMENPERIN 02/2014
SELEKSI PESERTA LELANG
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EVALUASI LELANG
Preferensi Harga (PP 29/2018)

Pasal  64 
1. Pengguna  Produk  Dalam  Negeri  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  57  wajib  memberikan  

Preferensi  Harga  atas Produk  Dalam  Negeri  yang  memiliki  nilai  TKDN  lebih besar  atau  sama  
dengan  25%  (dua  puluh  lima  persen). 

2. Preferensi   Harga  Produk  Dalam  Negeri  untuk  Barang diberikan  paling  tinggi  25%  (dua  puluh  
lima  persen). 

3. Preferensi   Harga   Produk   Dalam   Negeri   untuk   Jasa konstruksi  yang  dikerjakan  oleh  
perusahaan  dalam  negeri diberikan  paling  tinggi  7,5%  (tujuh  koma  lima  persen)  di atas  harga  
penawaran  terendah  dari  perusahaan  asing. 

4. Ketentuan  dan   tata  cara  pemberian   Preferensi  Harga  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  
Peraturan  Presiden tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah. 



24

1. Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima
2. Preferensi harga diberlakukan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai HPS paling sedikit diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar)
3. Prefrensi harga pada pengadaan barang dengan ketentuan sebagai berikut:

a) diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25%
b) diberikan paling tinggi 25%
c) diperhitungan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persayaratan administrasi dan teknis
d) penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA).
e) HEA dihitung dengan rumus 

HEA = (1 — KP) x HP dengan:

KP = TKDN x preferensi tertinggi

KP adalah Koefisien Preferensi

HP adalah Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik

f) dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar 
ditetapkan sebagai pemenang

4. Untuk Tender Konstruksi pada metode pemilihan Tender Internasional, preferensi harga diberikan paling tinggi 7,5% kepada badan usaha 
nasional diatas harga penawaran terendah dari badan usaha asing

EVALUASI LELANG
Preferensi Harga (PERPRES 12/2021)
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PENGHITUNGAN HARGA EVALUASI AKHIR (HEA)

Sumber:  p3dn  kementerian Perindustrian
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PENGHITUNGAN HARGA EVALUASI AKHIR (HEA)

Sumber:  p3dn  kementerian Perindustrian
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SANKSI
Finansial

Perusahaan Harga TKDN

PT. A 1000 40,00%
PT. B 990 30,00%
PT. C 975 25,00%

Perusahaan Harga TKDN

PT. A 1000 35,00%
PT. B 990 30,00%
PT. C 975 25,00%

TKDN PENAWARAN

TKDN REALISASI

Sanksi TKDN =  TKDN Penawaran 

Sanksi TKDN =  40,00 - 35,00
= 5%

PENERAPAN SANKSI
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PENGAWASAN DAN SANKSI

Sumber:  p3dn  kementerian Perindustrian
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Optimalisasi P3DN

*Sumber : P3DN Kementerian Perindustrian
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INTERKONEKSI DATABASE TKDN

Optimalisasi P3DN

Data TKDN diintegrasikan/diinterkoneksikan dengan berbagai aplikasi milik pemerintah 
lainnya untuk memudahkan implementasi P3DN

*Sumber : P3DN Kementerian Perindustrian
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DEFINISI PRODUK DALAM 
NEGERI
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PRODUK
DALAM 
NEGERI

diproduksi atau dikerjakan 
oleh perusahaan yang 

BERINVESTASI DAN BERPRODUKSI 
di Indonesia

menggunakan 
seluruh atau sebagian 

TENAGA KERJA 
warga negara Indonesia

menggunakan 
BAHAN BAKU ATAU KOMPONEN 

yang seluruh atau sebagian 
berasal dari dalam negeri

(Pasal 1 PP 29/2018)
Tingkat Komponen Dalam Negeri 
(TKDN) adalah besaran kandungan 
dalam negeri pada Barang. Jasa. 
atau Gabungan Barang dan Jasa.
(pasal 1 PP 29/2018)

Kewajiban penggunaan 
PDN sesuai besaran 
komponen dalam 
negeri pada setiap 
barang/jasa yang 
ditunjukkan dengan 
nilai tingkat 
komponen dalam 
negeri (TKDN) 
(pasal 87 Ayat 1 UU No 3/2014)

Definisi sesuai PP no 29/2018
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Persyaratan Perusahaan Yang Bisa Mendapatkan Sertifikat TKDN

Barang/Jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang produksi atau 
dikerjakan oleh Perusahaan yang:

Berinvestasi di Indonesia

Berlokasi di Indonesia

Berproduksi di Indonesia
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PEDOMAN 
PENGHITUNGAN TKDN
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PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16 
TAHUN 2011
Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat 
Komponen Dalam Negeri

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR  04 
TAHUN 2017
Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat 
Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 29 
TAHUN 2017
Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat 
Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer 
Genggam dan Komputer Tablet

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16 
TAHUN 2020
Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat 
Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR  22 
TAHUN 2020
Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat 
Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 6 
TAHUN 2022
Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat 
Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis 
Baterai (Battery Electric Vehicle)

Cost Based

Cost Based + Material Based

Process  Based

Cost Based + Process Based

Material Based + Process Based

Cost Based + Process / Investment  Based

REGULASI TEKNIS PENGHITUNGAN TKDN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 31 
TAHUN 2022
Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat 
Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan

Cost Based 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN 
NOMOR 46 TAHUN 2022
Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen 
Dalam Negeri Untuk Industri Kecil

Cost Based 
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ALUR PROSES SERTIFIKASI 
TKDN
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PROSES SERTIFIKASI TKDN BARANG
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*Sumber : P3DN Kementerian Perindustrian

PROSES SERTIFIKASI TKDN BARANG UNTUK INDUSTRI KECIL
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PROSES SERTIFIKASI TKDN BARANG UNTUK INDUSTRI KECIL

*Sumber : P3DN Kementerian Perindustrian



406

TKDN

2 KONSEP 
PERHITUNGAN 
TKDN
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Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023 Tentang 
Perubahan Atas Permenperin Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Spesifikasi, Peta Jalan 
Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri 
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai 

2 KONSEP PENGHITUNGAN 6

KBL Berbasis Baterai harus tersedia fungsi yang terdiri atas:
a. penggunaan daya Motor Listrik;
b. pemanfaatan kapasitas Baterai; dan
c. pengisian ulang daya listrik baik pengisian secara langsung maupun penukaran 

baterai

KBL Berbasis Baterai harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan 
bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai pengujian tipe kendaraan bermotor.



42

Perhitungan TKDN Permenperin 28 Tahun 2023

2020-2029 2030 onwards

MAIN COMPONENT
Frame and/or body
Battery
Drive Train,PCU

SUPPORTING COMPONENT
Steering System 
Suspension 
Brake System 
Tire System
Electronic System and AC

10%
2%
2%
2%
2%
2%

10%
2%
2%
2%
2%
2%

LITBANG/ RND

TOTAL                                     100%                       100% 
ASSEMBLY 30%                         20%

10%                         10%

50%                         60%

5%                           5%
40%                         50%
5%                           5%

Perpres Nomor 79 
Tahun 2023

2019-2026      2027-2029    2030 Onwards
40%                  60%                   80%

Perhitungan TKDN Permenperin 06 Tahun 2022

2020-2023 2024 onwards

MAIN COMPONENT
Frame and/or body
Battery
Drive Train, PCU

50%
10%
30%
10%

58%
11%
35%
12%

SUPPORTING COMPONENT
Steering System 
Suspension 
Brake System 
Tire System
Electronic System and AC

10%
2%
2%
2%
2%
2%

10%
2%
2%
2%
2%
2%

LITBANG / RND 20% 20%

ASSEMBLY                                                         20%                         12% 

TOTAL 100% 100%

Perpres Nomor 55 Tahun 
2019

2019-2023      2024-2025  2026 onwards
40%                  60%                 80%

Menjadi

72 KONSEP PENGHITUNGAN
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Aspek Manufaktur untuk
Komponen Pendukung
diperhitungkan sebesar 
10 % dari keseluruhan 
nilai TKDN.

Aspek Perakitan 
diperhitungkan :
1. Untuk tahun 2020 –

2029 sebesar 30%
2. Untuk tahun 2030

dan selanjutnya 
sebesar 20%.

Aspek Manufaktur untuk
Komponen Utama :
1. Tahun 2020 – 2029 :

50%
2. Tahun 2030 dan 

selanjutnya : 60%
Dari keseluruhan nilai
TDKN

Aspek Pengembangan 
diperhitungkan sebesar
10% dari keseluruhan 
nilai TKDN.

KOMPONEN 
UTAMA

PENGEMBANGAN

MANUFAKTUR

PERAKITAN

2 KONSEP PENGHITUNGAN

MANUFAKTUR

KOMPONEN 

PENDUKUNG
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3 BOBOT 
KOMPONEN 
KBLBB
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MANUFAKTUR ASPEK MANUFAKTUR UTAMA

Aspek Manufaktur Utama KBLBB untuk tahun 2020-2029 meliputi :
1. Bodi, kabin, dan/atau sasis diperhitungkan sebesar 5%,
2. Baterai diperhitungkan sebesar 40%,
3. Sistem penggerak motor listrik diperhitungkan sebesar 5%.

Aspek Manufaktur Utama KBLBB untuk tahun 2030 dan selanjutnya
meliputi :
1. Bodi, kabin, dan/atau sasis diperhitungkan sebesar 5%,
2. Baterai diperhitungkan sebesar 50%,
3. Sistem penggerak motor listrik diperhitungkan sebesar 5%.

3 BOBOT KOMPONEN KBLBB
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Metode perhitungan TKDN Baterai:
• Investasi manufaktur baterai

• Tahapan manufaktur baterai

• Perbandingan biaya KDN terhadap HPP

2 KONSEP PENGHITUNGAN

Perbandingan biaya KDN terhadap HPP

Perhitungan TKDN cost based layer 2 untuk 
manufaktur baterai. Material penyusun baterai:

• 100% jika COO Indonesia

• 0% jika COO import

Tahapan Manufaktur Baterai

Sebagai syarat, proses assembly harus 
dilakukan di Indonesia

TKDN Komponen produksi lokal

100% Battery Cell

75% Housing, wiring harness, BMS

50% Housing, wiring harness

25% -

Investasi Manufaktur Baterai

(Next Slide)



472 KONSEP PENGHITUNGAN

Investasi Manufaktur Baterai

• Dihitung berdasarkan nilai realisasi investasi manufaktur baterai (proses assembly maupun manufaktur 
komponen baterai).

• Minimum investasi Rp 5 Triliun dan harus direalisasikan dalam 5 tahun sejak investasi pertama 
dilaksanakan.

• %TKDN didapat dari perbandingan nilai realisasi investasi dengan nilai minimum investasi.

• Apabila setelah 5 tahun tidak mencapai nilai minimum investasi, %TKDN selanjutnya menggunakan 
metode cost based.

• Metode Investasi Manufaktur Baterai hanya berlaku maksimal 5 tahun sejak realisasi investasi pertama 
dilaksanakan.

• Mulai tahun 2030, Industri KBLBB wajib bekerjasama dengan industri bahan baku baterai yang 
mengolah bahan baku secara langsung dari sektor industri dan/atau pertambangan di dalam negeri 
dan/atau daur ulang baterai untuk supplai bahan prekursor atau material baterai lainnya.

• Jika tidak dapat melakukan Kerjasama, nilai TKDN 30%
• Apabila material baterai yang dimaksud belum bisa diproduksi di dalam negeri, nilai TKDN 50%



48

ASPEK MANUFAKTUR PENDUKUNG R2/3

Aspek Manufaktur Pendukung untuk KBLBB Roda 2/3 meliputi :

1. Sistem Kemudi diperhitungkan 2%,

2. Sistem Pengereman diperhitungkan 2%,

3. Sistem Roda dan Transmisi diperhitungkan 2%,

4. Sistem Elektronik dan Pendingin Udara diperhitungkan sebesar 2%

5. Suspensi diperhitungkan 2%

Dari nilai TKDN.

MANUFAKTUR

3 BOBOT KOMPONEN KBLBB
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ASPEK PERAKITAN

PERAKITAN

Aspek Perakitan KBLBB untuk tahun 2020-2029 meliputi :
1. Pemanfaatan tenaga kerja diperhitungkan sebesar 15 % dari nilai 

TKDN,
2. Penggunaan alat kerja diperhitungkan sebesar 15 % dari nilai 

TKDN.
Aspek Perakitan KBLBB untuk tahun 2030 dan selanjutnya

meliputi :
1. Pemanfaatan tenaga kerja diperhitungkan sebesar 10 % dari nilai 

TKDN,
2. Penggunaan alat kerja diperhitungkan sebesar 10 % dari nilai 

TKDN.

3 BOBOT KOMPONEN KBLBB
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(1) Nilai TKDN untuk Aspek Perakitan diperoleh dari kegiatan perakitan 
KBL Berbasis Baterai yang meliputi:
a. penyambungan rangka, bodi dan/atau sasis;
b. pengecatan;
c. perakitan Komponen Utama dan Komponen Pendukung hingga 

menjadi kendaraan utuh; dan
d. pengujian dan pengendalian mutu.

2020-2029          2030 onwards 

MAIN COMPONENT
Frame and/or body
Battery
Drive Train,PCU

(2) Proses  Proses  penyambungan  frame/body  dan pengecatan paling 
sedikit dilakukan pada:
a. Main frame;
b. Side/main stand; dan
c. Rear/front fender.SUPPORTING COMPONENT

Steering System 
Suspension 
Brake System 
Tire System
Electronic System and AC

10%
2%
2%
2%
2%
2%

10%
2%
2%
2%
2%
2%

(3) Penghitungan TKDN untuk aspek perakitan dilakukan berdasarkan:
a. Pemanfaatan tenaga kerja  dalam negeri; dan
b. Pemanfaatan alat kerja.

LITBANG/ RND

TOTAL 100% 100%

ASSEMBLY
Manpower
Working Tools

30%                         20%
15%                         10%
15%                         10%

10%                         10%

50%                         60%

5%                           5%
40%                         50%
5%                           5%

Perhitungan TKDN Permenperin 28 Tahun 2023
Perpres Nomor 79 

Tahun 2023
2019-2026      2027-2029    2030 Onwards

40%                  60%                   80%

3 BOBOT KOMPONEN KBLBB

(4) Nilai TKDN tenaga kerja

Tenaga Kerja WNI TKDN 2020-2029 TKDN 2030-seterusnya

WNI ≥ 80% 15% 10%

50% ≤ WNI < 80% 10% 5%

WNI < 50% 0% 0%
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ASPEK PENGEMBANGAN

PENGEMBANGAN

Metode Penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan terdiri 
dari :
1. Aspek Pengembangan berbasis aktivitas penelitian dan 

pengembangan,
2. Aspek Pengembangan berbasis investasi di bidang penelitian 

dan pengembangan untuk roda empat atau lebih,
3. Aspek Pengembangan berbasis investasi di bidang penelitian 

dan pengembangan untuk roda dua atau tiga.

3 BOBOT KOMPONEN KBLBB
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ASPEK PENGEMBANGAN BERBASIS AKTIVITAS

Penghitungan nilai Aspek Pengembangan berbasis aktivitas penelitian dan pengembangan dapat dilakukan jika memiliki 
kriteria aktivitas sebagai berikut:
a. 5% Penelitian Pasar (Market Research);
b. 15% Perencanaan Produk (Product Planning);
c. 20% Perancangan Teknis (Design Engineering);
d. 20% Model Kendaraan (Prototyping);
e. 20% Pengujian Kendaraan (Testing); dan
f. 20% Sertifikasi Kendaraan (Licensing).

Bobot dikalikan dengan total nilai Aspek Pengembangan sebesar 10%

3 BOBOT KOMPONEN KBLBB
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ASPEK PENGEMBANGAN BERBASIS INVESTASI R2/R3

Penghitungan nilai Aspek Pengembangan Berbasis Investasi dibidang penelitian dan pengembangan sebagaimana untuk
kendaraan roda empat atau lebih dilakukan melalui penetapan nilai investasi yang dicantumkan dalam proposal dengan
ketentuan sebagai berikut:

Investasi dalam 5 tahun Investasi tahun ke 6 dan seterusnya TKDN 
(%)Paling sedikit Paling banyak Paling sedikit Paling banyak

Rp50.000.000.000,00 Rp5.000.000.000,00 10

Rp30.000.000.000,00 Rp50.000.000.000,00 Rp3.000.000.000,00 Rp5.000.000.000,00 7,5

Rp10.000.000.000,00 Rp30.000.000.000,00 Rp2.000.000.000,00 Rp3.000.000.000,00 5

Rp1.000.000.000,00 Rp10.000.000.000,00 Rp2.000.000.000,00 2,5

3 BOBOT KOMPONEN KBLBB
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BOBOT MANFAAT 
PERUSAHAAN (BMP)
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Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)

Sumber:  p3dn  kementerian Perindustrian
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Batasan Waktu Pengambilan Data Perhitungan BMP

• Untuk Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil 
melalui kemitraan, serta pemberdayaan masyarakat / lingkungan adalah 
satu tahun fiskal terakhir sebelum diverifikasi.

• Untuk kepemilikan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan 
sertifikat pemeliharaan lingkungan adalah pada saat diverifikasi sertifikat 
tersebut masih berlaku.

• Fasilitas Pelayanan Purna Jual adalah dari mulai melakukan investasi 
sampai dengan tahun fiskal terakhir sebelum diverifikasi.
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IV

III

II

I Perusahaan Melakukan Self Assessment

PT. SI akan melakukan verifikasi berdasarkan Self Assessment

PT. SI membuat laporan akhir penilaian TKDN

Pengesahan oleh Kemenperin
KELUARAN

Tandasah & Website

Proses 
Sertifikasi 
TKDN

4

4 PROSES SERTIFIKASI TKDN



58

Langkah 1
Klik e-Services > Sertifikasi / Verifikasi Industri

Website SIINas
Masuk pada halaman website 
SIINas 
https://siinas.kemenperin.go.id/ Langkah 4

Lengkapi semua dokumen yang 
dipersyaratkan, kemudian submitLangkah 2

Klik Pengajuan Baru

Akun SIINas
Perusahaan yang belum 
mempunyai akun SIINas 
membuat akun terlebih 
dahulu dan kemudian login.

Langkah 3
Klik “Sertifikat Tanda Sah 
Tingkat Komponen Dalam 
Negeri”

Surat Persetujuan
Apabila semua dokumen yang 
disubmit sudah sesuai maka akan 
dikeluarkan surat persetujuan 
perhitungan TKDN oleh Dirjen 
terkait

Langkah 5
Apabila pengajuan sudah 
disubmit, dokumen akan 
diverifikasi oleh Dirjen 
terkait untuk disetujui.

5 PROSES PENGAJUAN TKDN

https://siinas.kemenperin.go.id/
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Manfaat Langsung Penggunaan Produksi Dalam 
Negeri antara lain :
 Pertumbuhan Industri Dalam Negeri
 Penyerapan Tenaga Kerja
 Pengurangan penggunaan devisa;
 Penurunan Nilai Impor; 

Manfaat Tidak Langsung Penggunaan Produksi Dalam Negeri 
antara lain:
 Peningkatan Kualitas Produk Dalam Negeri
 Harga Produk Dalam Negeri menjadi Kompetitif/Bersaing
 Jaminan Ketersediaan Pasokan Barang dan Bahan Baku yg 

sdh dapat diproduksi di Dalam Negeri
 Peningkatan Daya Saing Produk & Industri Dalam Negeri 

Simpulan

OPTIMALISASI TKDN dalam proses Pengadaan dapat dilakukan antara lain dengan:

 WAJIB mempertimbangkan Produk Dalam Negeri (Engineering Services, EPC Contractor, Sub Contractor, 
Barang dan Layanan Jasa lainnya) sejak mulai Tahap Perencanaan/Design sampai dengan Tahap Realisasi 
Kontrak.

 WAJIB Melakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian TKDN Kontrak dan Penyaksian/witness Proses 
Produksi/Fabrikasi yang dilakukan Industri Dalam Negeri untuk meminimalisir Penyalah gunaan 
Implementasi TKDN

 WAJIB melakukan Pembinaan kepada Penyedia Barang/Jasa Dalam Negeri, terutama dalam hal : Sistem 
Manajemen Mutu, K3LL, Transfer Knowledge & Teknologi serta Uji Kualitas Produk

Manfaat Implementasi TKDN 



IDSurvey adalah Holding BUMN Jasa Survei Indonesia
yang berfokus pada TIC (Testing, Inspection,
Certification)beranggotakan:
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero),
PT Sucofindo dan
PT Surveyor Indonesia.

Kami hadir untuk memberi solusi kepastian atas produk
maupun jasa secara menyeluruh untuk memberikan
dampak positif terhadap proses bisnis melalui kapabilitas,
kompetensi serta pengalaman kami yang sudah berdiri
lebih dari 50 tahun.

IDSurvey merupakan wajah Indonesia di mata dunia yang
memberikan jawaban atas kebutuhan jasa pemastian dan
berkomitmen untuk memberikan dampak kepada
seluruh lapisan bisnis dalam bidang TIC.

2



Titik Layanan
IDSurvey

4
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6



7

Layanan
IDSurvey

Jasa Sucofindo:

4. Minyak & Gas— Layanan
termasuk energi terbarukan, 
pengeboran, produksi dan
distribusi

5. Pemerintahan— Sebagai lembaga
dapat memfasilitasi pemerintah
dalam pelaksanaan undang-
undang/peraturan tersebut.

1. Agriculture— Menyediakan layanan
dalam upaya strategi risiko, standar
kualifikasi, lingkungan dan K3, dll.

2.Manufacturing— Berbagai produk
konsumen seperti mesin, tekstil, 
garmen, otomotif, dll.

3.Mineral & Batubara— Menyediakan
layanan untuk kegiatan Hulu, 
Industri antara, dan Hilir

Jasa BKI :

Sektor Bisnis

1. Kelautan— Dengan portofolio
klasifikasi (survei dan sertifikasi, 
sertifikasi statutori, bahan dan
komponen), dan portofolio komersial
(termasuk layanan sertifikasi, inspeksi
audit, pengujian, dll.)

2. Enerrgi— Terdiri dari portofolio
layanan komersial. Lini bisnis ini
mencakup layanan sertifikasi, 
manajemen proyek, konsultasi, audit, 
inspeksi teknis, dll.

3. Perindustrian — Termasuk
dalam portofolio layanan
komersial.  Menyediakan
layanan jasa survei dan
identifikasi, pemetaan, inspeksi
laboratorium, pengujian, dll.

1. Penguatan Kelembagaan— Verifikasi 
fasilitas perdagangan, Pelatihan dan 
Konsultasi, Layanan Lingkungan Hidup, 
Pertanian dan Perikanan, Konsultasi dan 
Pemantauan Program Pemerintah

2. Infrastruktur—Keandalan
infrastruktur, TKDN, layanan Sertifikasi

4. Minyak & Gas dan Pembangkit
Listrik — Layanan Teknik dan 
Pengawasan, Layanan Geoteknik dan 
Lepas Pantai, Layanan Konservasi 
Energi

3. Mineral and Batubara —Kualitas dan 
Kuantitas Batubara dan Produk
Mineral, Batubara dan Eksplorasi
Mineral

Jasa Surveyor Indonesia:
Sektor BisnisSektor Bisnis



PT SURVEYOR INDONESIA (Persero)
Sektor Bisnis INFRASTRUKTUR
Graha Surveyor Indonesia, Lantai 7, 
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta – 12950

Ivan Richardho 081807478667

Terima Kasih
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